
 

BUPATI MAMASA 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA  

NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan 
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 
kemandirian daerah; 

  b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil 
guna pemungutan pajak hiburan perlu diatur Tata Cara 

Pemungutan Pajak Hiburan; 
  c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di 

atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

 

 

 

 



 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran 
Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Pajak Hiburan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  

Sekretariat  Daerah,  Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah 
dan Kecamatan. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Mamasa . 
 

 

 



 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  

yang  merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya,  badan  usaha  milik  negara  (BUMN),  atau  
badan  usaha  milik daerah (BUMD) dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik,  atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan. 

10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 
dipungut bayaran. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  
yang  mempunyai  hak  dan kewajiban perpajakan sesuai  
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau 

seharusnya diterima atas imbalan atas penyelenggaraan 
hiburan. 

14. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto 

sebelum dikurangi biaya-biaya. 
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, 
atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 
19. Sistem Self Assessment adalah Pajak yang dihitung, 

diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Wajib 

Pajak. 
 

 

 

 



 

20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamasa. 
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya 

disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib  Pajak  
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek  
pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan  
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang  
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 

dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

 

 

 

 

 



 

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib 

pajak. 
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh wajib pajak. 
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang  ditutup  
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang 
pajak dan biaya penagihan pajak. 

BAB II 
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK HIBURAN 

Pasal 2 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan 
dengan dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Tontonan film; 
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 

c. Kontes kecantikan, dan sejenisnya; 
d. Pameran; 
e. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya; 

f. Karaoke, rumah bernyanyi, kelab malam dan 
sejenisnya; 

g. Permainan bilyar dan sejenisnya; 
h. Permainan ketangkasan, kendaraan bermotor; 
i. Pusat kebugaran (fitness center); dan 

j. Pertandingan olah raga. 

Pasal 3 

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan 

yang menikmati hiburan. 
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan hiburan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

BAB III 
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN 

OBJEK PAJAK 

Bagian Kesatu 

Pendataan 

Pasal 4 

(1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan  

memberikan formulir Pendataan kepada 
pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan. 

(2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh 

pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan atau 
kuasanya. 

(3) Berdasarkan  formulir  pendataan  yang  telah  diisi  

dengan  jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan 

atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab 
usaha hiburan selaku subjek pajak harus melaksanakan 
pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk 

menjadi wajib pajak daerah. 
(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan tercantum 

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Pendaftaran  

Pasal 5 

(1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha 

hiburan wajib mendaftarkan usahanya dengan 
menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan 
melalui Bidang Pendapatan Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 30 
hari setelah membuka usahanya. 

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan 
ditandatangani oleh pemilik /pengelola/penanggungjawab 

usaha hiburan atau kuasanya dengan melampirkan : 
a. Fotokopi identitas diri; 

b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila 
ada); dan 

c. surat kuasa bermaterai cukup apabila 

pemilik/pengelola/ penanggungjawab usaha hiburan 
apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai 
fotokopi identitas penerima kuasa. 

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan 

Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang 
bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran. 

(4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan yang 
telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan 

menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak 
dengan menerbitkan : 

 

 

 



 

a. Kartu NPWPD; dan 
b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah 

(5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha 
hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan 
NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara 
jabatan. 

(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib 
dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah 

dilihat, dibaca oleh konsumen atau ditempat pembayaran. 
(7) Bentuk  dan  format  isian  formulir  pendaftaran  

sebagaimana  tersebut  dalam Lampiran II dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan Pajak 

Pasal 6 

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet pelayanan yang 

disediakan oleh wajib pajak hiburan sesuai objek pajak 
yang diselenggarakan. 

(3) SPTPD wajib disampaikan kepada BPKD paling lambat 10 

(sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari 

libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada 
satu hari kerja berikutnya. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada  a yat (1) harus 

diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN 

DAN MASA PAJAK 

Pasal 7 

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang 

yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 
penyelenggara Hiburan. 

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan 
tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 
hiburan. 

Pasal 8 

Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk jenis pertunjukan dan atau keramaian yang 
menggunakan sarana film dalam gedung sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dan di luar gedung 15% (lima belas 

persen); 
 

 

 

 



 

b. Untuk pameran, pertunjukan tradisional, kesenian 
rakyat/tari tradisional sebesar 10% (sepuluh persen); 

c. Untuk hiburan berupa : 
1) Pagelaran busana sebesar 30% (tiga puluh persen); 

2) Kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen); 
3) Karaoke, rumah bernyanyi, permainan bilyar, 

permainan ketangkasan, dan sejenisnya sebesar 25% 

(dua puluh lima persen); 
4) Kelab malam sebesar 40% (empat puluh persen); 

d. Untuk pertunjukan musik, pameran dan/atau tontonan 

modern sebesar 20% (dua puluh persen); 
e. Untuk pertandingan olahraga, pusat kebugaran (fitness 

center) sebesar 10% (sepuluh persen); 
f. Untuk sircus, acrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 20% 

(dua puluh persen); dan 
g. Untuk pagelaran olahraga kendaraan bermotor sebesar 

20% (dua puluh persen). 

Pasal 9 

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4. 

Pasal 10 

Masa  Pajak  Hiburan  adalah  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  
kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. 

BAB V 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Penetapan 

Pasal 11 

(1) Pajak Hiburan dipungut dengan System Self Assesment 
yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPKD. 

(2) Wajib  Pajak  dalam  menghitung,  memperhitungkan  
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana  
dimaksud pada Ayat (1), menggunakan SPTPD. 

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 Ayat (3) terlampaui, maka 

diterbitkan SKPD secara jabatan. 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, benar 

dan lengkap oleh wajib pajak, Kepala BPKD untuk dan 
atas nama Bupati menetapkan pajak terutang dengan 

menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) SKPD paling kurang memuat : 

a. Nama wajib pajak atau kuasanya; 
b. Masa pajak; 

 

 

 



 

c. Kode rekening; 
d. Besarnya tarif pajak; 

e. Besarnya ketetapan pajak; 
f. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak; 

g. Tempat pembayaran pajak; dan 
h. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak. 

(3) Tata cara pengisian dan penyampaian SKPD : 

a. Penetapan Pajak Hiburan dengan mempergunakan  
blangko SKPD Pajak Hiburan; 

b. Penerbitan SKPD dilaksanakan setelah memperoleh 

jumlah pendapatan/omzet hiburan masing-masing 
Wajib Pajak dari petugas dinas terkait; dan 

c. SKPD sebagai dasar pembayaran pajak dikirim kepada 
wajib pajak. 

(4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

(1) Dalam jangka  waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah 
saat terutangnya pajak, Pejabat yang berwenang dalam   

hal ini Kepala BPKD dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain,  pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; 

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKD 
atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7  
(tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran; atau 

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data 

yang semula belum terungkap yang menyebabkan  
penambahan  jumlah pajak yang terutang; 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai 
dengan diterbitkannya SKPDKB. 

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan 
secara jabatan dengan dikenakan sanksi administratif  

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPDKB. 

 

 

 

 



 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak 
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri 
kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan 

tindakan pemeriksaan. 
(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada A yat (4) tidak 

dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan 

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). 
(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa 
pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan 
lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak terutang. 

Pasal 14 

(1) Pajak terutang dihitung secara  jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10  ayat  (1) huruf a angka 3  
adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan 

oleh Kepala BPKD atau Pejabat yang berwenang, 
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 
dimiliki BPKD. 

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila : 

a. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan 
pencatatan omzet usahanya; 

b. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan 

pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak 
benar; 

c. Wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan 

dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau 
menolak memberikan keterangan pada saat 

dilakukan pemeriksaan; dan/atau 
d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau 

bill yang berseri dan bernomor urut. 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, 
petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada 

data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih 

dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan 
prioritas sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil kas opname; 

b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat 
usaha Wajib Pajak; dan 

c. Berdasarkan data pembanding. 
(5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud  

pada Ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang 

lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 
(lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang 

berbeda. 
(6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) 

akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang 

merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan 
kas menurut hasil kas opname tersebut. 

 

 



 

(7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung 
di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (4) huruf b, dilakukan dengan 
tindakan penungguan sekurang-kurangnya sebanyak 10 

(sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus 
menerus maupun berselang. 

(8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan 
dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per 
hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan 

per orang/pengunjung dengan Daftar Harga Layanan 
yang ada pada Wajib Pajak. 

(9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara 
membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi 

usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas 
kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara 

proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan 
yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan 
sebelumnya. 

(10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di BPKD, 
atau sumber lain yang dapat dipercaya. 

Bagian Kedua 
Pembayaran 

Pasal 15 

(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus 
dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan 

BPKD atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 
(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(3) Apabila  batas  waktu  pembayaran jatuh  pada  hari  

libur,  maka  batas waktu pembayaran jatuh pada satu 
hari kerja berikutnya. 

(4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan 
setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa  

bunga  keterlambatan  sebesar  2%  (dua  persen) sebulan 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan, dan ditagih dengan STPD. 

(5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(4) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 16 

(1) Pajak  terutang  dalam  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPD,  dan  
STPD  wajib dilunasi  dalam  jangka  waktu  paling  lama  

30  (tiga  puluh)  hari  sejak tanggal diterbitkan. 

 

 

 

 



 

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPD, dan 
STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 

(dua persen). 

Bagian Ketiga 
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Pasal 17 

(1) Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuk atas 
permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi  persyaratan  

yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang 

terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan 

pembayaran pajak terutang : 
a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk  

mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak   
terutang kepada Kepala BPKD; 

b. Kepala BPKD mengadakan penelitian untuk dijadikan 

bahan dalam persetuuan perjanjian angsuran 
dan/atau penundaan pembayaran; 

c. Apabila permohonan dikabulkan/disetujui dibuatkan 

Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat  
Perjanjian Penundaan Pembayaran yang 

ditandatangani oleh Kepala BPKD dan Wajib Pajak. 
(3) Selama Wajib Pajak membayar angsuran dan/atau 

menunda pembayaran pajak terutang tidak menunda 

kewajiban  pembayaran pajak bulan berikutnya. 

BAB VI 
PENAGIHAN 

Pasal 18 

(1) Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuk dapat 

menerbitkan STPD apabila : 
a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar; 

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah 

hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda atau bunga 

(2) Tata cara penagihan Pajak Hiburan sebagai berikut : 
a. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak saat 

jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi 

pajak terutang; 
b. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak 

tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati 
lewat Kepala BPKD mengeluarkan surat tagihan. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

BAB VII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 19 

(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling 

sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per 
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan 
pencatatan. 

(2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling 
sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban 

pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan 
menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha 

berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi 
dasar untuk penghitungan pajak. 

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus 
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. 

(4) Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas 
setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2) adalah sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang 
pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan 
benar; 

b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis 
berdasarkan urutan waktu; 

c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit 
usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah. 

Pasal 20 

(1) Terhadap pembayaran pajak daerah yang terutang dengan 
cara official assesment atas perintah Kepala BPKD dapat 
dilakukan pemeriksaan terhadap ketaatan dan kepatuhan 

Wajib Pajak. 
(2) Perintah pemeriksaan didasarkan pada : 

a. Hasil pemantauan terhadap Objek Pajak maupun 
Wajib Pajak yang bersangkutan; 

b. Adanya laporan dari pihak ketiga; 

c. Permintaan Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran 
pajak yang terutang. 

(3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka pihak yang 
diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak 
yang terutang; 

b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk 
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 

dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; 

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan. 

(4) Dalam hal pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan 
pemeriksaan tidak melakukan kewajiban untuk menagih 

dan atau memungut pajak yang terutang dikenakan   
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

 

 



 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pajak yang 

terutang ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah 

pajak yang terutang. 
(6) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak 

lain, maka pihak lain wajib memberikan keterangan atau 

seluruh bukti yang diminta oleh petugas pemeriksa. 
(7) Dalam hal pihak lain adalah Bank milik pemerintah atau 

Bank swasta, maka pemberian keterangan atau bukti 

yang diperlukan harus dapat ijin terlebih dahulu dari 
pejabat yang berwenang. 

(8) Hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan berita acara dan  
dilaporkan kepada Kepala BPKD untuk proses 
penyelesaian/penetapan pajak yang terutang. 

(9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib 
pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang 

terutang, maka jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan 
sebagai pembayaran dimuka atas jumlah pajak daerah 
yang terutang pada masa berikutnya. 

(10) Apabila orang dan atau badan usaha sebagai Wajib 
Pajak mengakhiri kegiatan usahanya, maka jumlah 
kelebihan pembayaran pajak harus dikembalikan 

kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1  (satu)  bulan 
sejak dikeluarkannya ketetapan kelebihan pembayaran. 

BAB VIII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 21 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak 
kepada Kepala BPKD dalam hal ini Pejabat yang 

berwenang. 
(2) Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib 

pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan 
pajak, dalam hal : 
a. Terjadi suatu bencana; 

b. Pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak    
dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak; 

c. Usaha pengentasan kemiskinan; 
d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan 
e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
(3) Permohonan pengurangan, keringanan atau 

pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia serta 
melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau 

identitas pemohon, foto copy SKPD yang dimohonkan 
dengan mencantumkan alasan secara jelas. 

(4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau 

pembebasan pajak, Pejabat yang berwenang melakukan 
penelitian mengenai berkas permohonan dan 

kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). 

 

 

 

 

 



 

(5) Atas telaahan dan pertimbangannya Pejabat yang 
berwenang merekomendasikan untuk menerbitkan Surat 

Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau 
sebagian keberatan wajib pajak. 

Pasal 22 

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (1), Pejabat yang berwenang dapat 

memberikan pengurangan pajak untuk setinggi-tingginya 
50% (lima puluh persen) dari pokok pajak. 

BAB IX 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN 
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI 

ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK 

Pasal 23 

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, 

Kepala BPKD melalui Pejabat yang berwenang dapat 
membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD,  SKPDN atau SKPDLB  yang  dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Daerah. 

(2) Pelaksanaan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atas 
permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sebagai berikut : 
a. Permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan setelah SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya; 
b. Terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan 
baik karena jabatan atau atas permohonan wajib 
pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 

dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan 
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan Peraturan Daerah; 
c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan 

hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
Peraturan Daerah, maka SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut 

dibetulkan sebagaimana mestinya; 
d. Pembetulan SPTPD,  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana  dimaksud 
huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak; 

e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf d harus 

disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 3 
(tiga) hari kerja sejak diterbitkan; 

 

 



 

f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterbitkan; 
g. Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka 

Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat 
Keputusan Penolakan Pembetulan SPTPD, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB. 

Pasal 24 

(1) Kepala BPKD melalui Pejabat yang berwenang karena 

jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat 
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi 

berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang 
terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  
berupa  bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
terhadap : 
a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan 

keterlambatan pembayaran pada masa pajak; 
b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau 

kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan 

keterlambatan pembayaran pada masa pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan 
sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan  
pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo 

pembayaran pajak terutang, kecuali apabila wajib 
pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya; 

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada  

huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas 
dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau 

bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD 
yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak; 

c. Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat yang 

berwenang : 
1) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi 

administrasi  berupa bunga; atau 

2) Menulis catatan/keterangan pada sarana 
pembayaraan SSPD yang menerangkan bahwa 

pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi  
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan 

nama jelas Pejabat yang berwenang dan 
selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat 

sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua 
persen) dimaksud. 

 

 

 

 



 

d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena 
jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, 

Pejabat yang berwenang mengurangkan atau 
menghapus sanksi administrasi bunga atau denda 

akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, 
dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada 
sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut 

dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda 
tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang; 

e. Wajib Pajak melakukan pembayaraan pajak dalam  

waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak 
disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d; 

f. Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat yang 
berwenang : 
1) Menuliskan catatan/keterangan pada sarana  

pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut  
dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan 

untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan 
nama jelas Pejabat yang berwenang; 

2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga 

tersebut. 
(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam 

SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 
huruf b, dilakukan sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu 4 (empat) 
bulan sejak SKPD diterima oleh wajib pajak, kecuali 

apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
harus mencantumkan alasan yang jelas serta 

melampirkan : 
1) Surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau 

bukan karena kesalahannya; 

2) SKPD yang menetapkan adanya kenaikan pajak 
terutang. 

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada  Ayat  (3) huruf b, Pejabat yang berwenang segera 
melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran 

dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b. 

(6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (5), Pejabat yang berwenang  
membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan 
persetujuan atau penolakan dari Kepala BPKD. 

(7) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (6) disetujui, maka segera  
memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atau denda dan/atau 
kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD 
atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara 

menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan 
Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti 
SKPD atau STPD semula, serta ditandatangani oleh 

Kepala BPKD. 

 

 



 

(8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (6) ditolak, maka segera 

menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan 
dan Penghapusan Sanksi Administasi yang 

ditandatangani oleh Kepala BPKD. 
(9) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling 

lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat 

Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi 
Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan 
Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan 

Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (8). 

Pasal 25 

(1) Kepala BPKD melalui Pejabat yang berwenang atau 
atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau 

membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila 
terdapat : 

a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada   
waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya 
pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan 

keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau 
pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administrasi telah terlampaui; atau 

b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap 
disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan 

keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau 
pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan 

formal, yakni pengajuan permohonan melampaui 
batas waktu yang telah ditentukan. 

(2) Ketetapan pajak  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi   
administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan 

pajak yang tercantum dalam SKPD. 
(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas 

dasar permohonan wajib pajak, ditentukan sebagai 

berikut : 
a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh novum 

atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1); 

b. Dalam Surat Permohonan wajib pajak harus 

dilampirkan dokumen berupa foto copy : 
1) SKPD yang diajukan permohonannya; 
2) Dokumen yang mendukung diajukannya 

permohonan; 
3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan 

keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan 
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) huruf b. 

c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan 
berkas permohonan dikembalikan kepada wajib 
pajak. 

 

 

 

 



 

(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena 
jabatan dilakukan sesuai permintaan Pejabat yang 

berwenang berdasarkan pertimbangan keadilan dan 
adanya temuan baru. 

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (3) dan permintaan/usulan karena 
jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pejabat 

yang berwenang segera melakukan penelitian terhadap 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) 

dilaporkan kepada Kepala BPKD dengan melampirkan 
telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan 

Ketetapan pajak. 
(7) Berdasarkan laporan Pejabat yang berwenang telaahan 

pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Kepala BPKD 
memberikan disposisi berupa menerima atau menolak 

pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau 
menolak pembatalan Ketetapan pajak. 

(8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (6) disetujui Kepala BPKD 
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau 
Pembatalan Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap 

mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak 
yang lama. 

(9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (6) ditolak, maka segera    
menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan 

atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang ditandatangani 
oleh Kepala BPKD. 

(10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling 

lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat 
Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dan Surat 
Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan 
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(9). 

BAB X 

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 26 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah. 
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 

atau 

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik 
langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 

penyampaian Surat Paksa tersebut. 

 

 

 



 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah wajib pajak 

dengan kesadarannya menyatakan masih   mempunyai   
utang   pajak   dan   belum   melunasinya   kepada 

Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib 
pajak. 

Pasal 27 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak 

kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1). 

BAB XI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 28 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan 
kepada Bupati melalui Kepala BPKD. 

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) disebabkan adanya kelebihan 

pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah 
atau Bendahara Penerima BPKD berdasarkan : 
a. Perhitungan dari Wajib Pajak; 

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan  
pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan 
dan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi; 
c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; 

d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, 
dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Atas  permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuk 

segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan 
terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan 
pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah  

lainnya oleh Wajib Pajak. 
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1), Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus 
memberikan Keputusan. 

(5) Kelebihan pembayaran  pajak  yang  sudah  disetor  
dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara : 

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan 
permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling  
lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan 
pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen : 

 

 

 



 

1) Identitas penduduk/KTP pemohon; 
2) SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar 

permohonan; 
3) Asli tanda bukti pembayaran pajak; 

4) Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak. 
b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

menerima SKPDLB, Kepala BPKD menerbitkan 

SPMKPD; 
c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran 

pajak sesuai SPMKPD dan SPMU. 

(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan 

untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 
(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan 

dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga 

berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Mamasa. 
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     Pada tanggal 06 April 2017 

     BUPATI MAMASA, 
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